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 Abstrak 
Pengaturan daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia dalam Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis 

Telekomunikasi Nasional masih menyisakan celah esensial, karena hanya membatasi 

masa tenggang 60 hari tanpa mewajibkan pembersihan data (data cleansing) dan 

pemutusan tautan (unlinking). Hal ini memunculkan kekosongan norma (leemten in het 

recht) yang membuka celah terjadinya kejahatan penyalahgunaan data pribadi 

pengguna lama secara sistemik. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan 

mengualifikasikan tindak pidana yang timbul serta membedah batasan 

pertanggungjawabannya. Hasil analisis menemukan bahwa eksploitasi nomor daur 

ulang memenuhi tiga kualifikasi pidana: tindak pidana siber (akses ilegal dan manipulasi 
data), perolehan data pribadi secara melawan hukum, dan penipuan. Batasan 

pertanggungjawaban didistribusikan secara proporsional: pengguna baru dipidana 

sebagai pelaku utama (dader) atas dasar kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) 

atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) sementara operator 

seluler dijerat pidana korporasi atas dasar kelalaian berat (culpa lata) dan diposisikan 

sebagai pencipta peluang kejahatan (gelegenheidschepper). Penelitian ini 

merekomendasikan pengkonstruksian ketiga kualifikasi tindak pidana tersebut secara 

kumulatif sebagai landasan normatif utama, serta perlunya konstruksi pembaruan 

regulasi (legal reform) yang memuat norma imperatif pembersihan data (data cleansing) 

dan pemutusan tautan (unlinking) guna menutup celah kelalaian berat (culpa lata) pada 

pertanggungjawaban pidana korporasi telekomunikasi.  

 

Kata Kunci:  

Daur Ulang Nomor Seluler, 

Kekosongan Norma (Leemten in 

het Recht), Kelalaian Korporasi 

(Culpa Lata), Kualifikasi Tindak 

Pidana, Pelindungan Data 

Pribadi.   

 

Keywords:  

Mobile Number Recycling, Legal 
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Corporate Negligence (Culpa 

Lata), Classification of Criminal 

Offenses, Personal Data 

Protection. 

 

  

Abstract 
The regulation of mobile phone number recycling based on the Minister of Communication 

and Information Technology Regulation Number 14 of 2018 leaves an essential loophole 

by only limiting the grace period to 60 days without mandating data cleansing and unlinking 

procedures. This creates a norm vacuum (leemten in het recht) that systematically opens a 

loophole for the crime of personal data misuse against previous users. Using a normative 

juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study aims to 
qualify the resulting criminal offenses and dissect the boundaries of their liability. The 

analysis finds that the exploitation of recycled numbers fulfills three criminal qualifications: 

cybercrime (illegal access and data manipulation), unlawful acquisition of personal data, 

and fraud. The boundary of liability is distributed proportionally: the new user is punished 

as the principal offender (dader) based on intent (dolus), while the cellular operator is 

subjected to corporate criminal liability based on gross negligence (culpa lata) and positioned 

as the creator of crime opportunities (gelegenheidschepper). This study recommends the 

cumulative construction of the three criminal qualifications as the main normative 

foundation, as well as the necessity for a regulatory reform (legal reform) construction 

containing imperative norms for data cleansing and unlinking procedures to close the 

loophole of gross negligence (culpa lata) regarding the criminal liability of telecommunication 

corporations. 
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PENDAHULUAN 

Secara normatif, tata kelola sektor telekomunikasi di Indonesia memberikan justifikasi dan legitimasi bagi 

penyelenggara jasa telekomunikasi untuk mendayagunakan kembali nomor pelanggan lama yang sudah tidak aktif atau 

hangus melalui ketentuan daur ulang nomor telepon seluler (recycled mobile number). Hal tersebut diatur dalam Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis 

Telekomunikasi Nasional yang mengatakan bahwa nomor pengguna lama yang sudah tidak dipergunakan lagi dimanfaatkan 

kembali untuk calon pengguna baru setelah masa tenggang minimal 60 (enam puluh) hari sebelum nomor tersebut rilis 

kembali di pasaran (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018, 2018). Adapun pihak-pihak 

yang berwenang untuk mendaur ulang nomor telepon seluler ini, menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, meliputi 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi yang 

memperoleh Perizinan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 

Tahun 2021, 2021). 

Keberlakuan regulasi tersebut secara langsung bersinggungan dengan pemenuhan hak konstitusional, terkhususnya 

mencakup perlindungan privasi data pribadi sebagai hak asasi manusia bagi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 

28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin secara mutlak hak setiap 

orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya 

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Di era digital, perlindungan data pribadi 

merupakan hal yang sangat krusial mengingat data merupakan komoditas strategis yang rentan mengalami penyalahgunaan 

(Alfitri et al., 2024). Hal ini semakin mendesak di sektor layanan finansial digital, di mana kemajuan pesat teknologi tidak 

diimbangi dengan perlindungan privasi yang maksimal (Susanty & Bintarawati, 2025). Instrumen yang paling fundamental 

mengikat seluruh identitas dan harta benda tersebut terwujud dalam sebuah nomor telepon seluler. Dengan demikian, 

dinamika serta kebijakan regulasi dalam tata kelola telekomunikasi, khususnya daur ulang nomor telepon seluler di 

Indonesia, tidak sepatutnya mengabaikan ataupun mengurangi esensi terhadap jaminan perlindungan hak-hak 

konstitusional tersebut. 

Secara filosofis, ketentuan daur ulang nomor telepon seluler ini merupakan langkah pemerintah dan penyelenggara 

jasa telekomunikasi yakni operator dalam merespons keterbatasan sumber daya penomoran seluler (numbering resource) 

di tengah masifnya penggunaan perangkat digital seluler di Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat 209,3 juta pengguna aktif 

perangkat seluler yang melebihi 70% populasi penduduk Indonesia (Andalas, 2024). kemudian pada tahun 2025 mencapai 

356 juta dan angka ini setara dengan 125% dari total populasi, hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat Indonesia 

menggunakan lebih dari satu perangkat seluler dengan tujuan dan keperluannya masing-masing (Kemp, 2025). Dari jumlah 

tersebut, penetrasi pengguna internet nasional menyentuh 80,66% atau sekitar 229,4 juta. Sehingga, penyelenggara jasa 

telekomunikasi perlu mendaur ulang nomor telepon seluler demi menjaga efisiensi kapasitas jaringan dan menghindari 

pembengkakan biaya restrukturisasi tata penomoran nasional (Azzahra et al., 2025). 

Namun, sejalan dengan urgensi sosiologis yang melatarbelakanginya, ketentuan daur ulang nomor telepon seluler 

ini tidak hanya menjadi sebuah solusi teknis semata, tetapi juga turut membawa implikasi yuridis yang fatal terhadap 

realitas transformasi teknologi digital. Permasalahan mendasar muncul karena Peraturan Menteri Komunikasi dan 
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Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional masih 

memandang fungsi nomor telepon seluler hanya sekadar benda mati atau alat komunikasi yang bersifat netral. Padahal, 

nomor telepon seluler telah berevolusi sebagai identitas digital (digital identity) yang sangat vital karena terhubung dengan 

berbagai ruang layanan privasi penting penggunanya (Diamanta & Putra, 2023). Nomor tersebut bertindak sebagai kunci 

autentikasi dua langkah (two factor authentication) dengan pengiriman kode OTP (One Time Password) ke nomor 

bersangkutan untuk mengakses perbankan digital, dompet elektronik, aplikasi percakapan, e-commerce, hingga akun-akun 

media sosial dan sebagainya (Azzahra et al., n.d.). 

Ironisnya transformasi fungsi nomor telepon seluler yang begitu masif ini tidak diimbangi dengan peningkatan 

kewajiban pengamanan oleh operator selaku pihak penyelenggara jasa telekomunikasi yang berbentuk badan korporasi. 

Keterbelakangan regulasi dalam mengikuti transformasi fungsi nomor telepon seluler ini, sederhananya dapat dianalogikan 

seperti menyewakan sebuah “rumah kontrakan” lengkap dengan perabotan di dalamnya kepada penghuni baru dari 

penghuni lama, tanpa terlebih dahulu mewajibkan pemilik kontrakan mengganti sistem kunci pintunya. Meskipun, secara 

administratif kepemilikan fisik atas nomor tersebut telah berpindah tangan secara sah ke pengguna baru, tetapi akses 

masuk (digital key) ke dalam ruang identitas digital milik pengguna lama masih melekat erat di dalamnya karena tidak 

adanya pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking). 

Kondisi kelalaian yang ditimbulkan oleh regulasi ini memberi peluang besar kejahatan berjenjang. Fakta hukum 

menunjukkan bahwa kejahatan ini diawali dengan pengambilalihan nomor (SIM Swap) oleh pengguna baru, yang kemudian 

dieksploitasi lebih lanjut guna mengakses secara ilegal ke akun-akun layanan privasi digital milik pengguna lama dengan 

niat jahat demi keuntungan. Bahkan, secara faktual para pengguna selaku konsumen yang membeli nomor hasil daur ulang 

tidak pernah diberitahu atau diedukasi oleh operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi, bahwa nomor yang dibeli 

pengguna baru tersebut adalah produk hasil daur ulang yang masih menyimpan rekam jejak digital orang lain. 

Sebagai wujud konkrit, kasus yang telah terjadi pada Felicia Regina Tjhang dengan operator Indosat dan kasus 

kerugian finansial konsumen berinisial DS akibat kebijakan daur ulang nomor telepon seluler yang berujung pada kerugian 

material konsumen (Furqan et al., 2025).  Kedua kasus ini memiliki pola kejahatan yang identik, yaitu data pribadi milik 

pengguna lama sebagai pengguna lama yang masih terhubung secara utuh dengan nomor telepon seluler yang telah hangus 

tersebut dieksploitasi dan disalahgunakan oleh pengguna baru selaku pihak ketiga yang membeli nomor itu secara acak 

di pasaran setelah dirilis kembali oleh operator selaku penyelenggara jasa telekomunikasi. Praktik daur ulang nomor 

telepon ini terbukti secara langsung mengancam kerahasiaan data pribadi pengguna apabila tidak disertai mekanisme 

pembersihan yang ketat (Hutagaol et al., 2025). 

Permasalahan ini menegaskan bahwa kepatuhan administratif oleh operator selaku penyelenggara jasa 

telekomunikasi yang hanya bersandar pada batas waktu 60 hari sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi 

Nasional sama sekali tidak berbanding lurus dengan jaminan perlindungan keamanan hak konstitusional pelanggan sebagai 

pengguna atas privasi datanya (Pangestu et al., 2024). 

Apabila ditelaah secara mendalam melalui penelitian yuridis normatif, keseluruhan rangkaian permasalahan 

kejahatan di atas bersumber dari suatu isu hukum yang sangat substansial, yaitu terdapat kekosongan hukum 

(rechtsvacuum). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
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Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terbukti mengalami kekosongan norma karena luput merumuskan 

kewajiban imperatif yang mengharuskan adanya prosedur teknis pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan 

(unlinking) akun digital pada  nomor telepon seluler milik pengguna lama yang dinyatakan hangus oleh operator selaku 

penyelenggara jasa telekomunikasi sebelum didaur ulang dan dipasarkan kembali (Rinjani & Firmansyah, 2025). 

Kekosongan norma ini, selain melanggar hak pengguna lama juga bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki 

lebih tinggi atau berada di atasnya (asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori). 

Pembiaran atas ketentuan daur ulang nomor telepon seluler tersebut tanpa pembersihan data yang secara materil 

pun tidak mengindahkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi yang menyatakan bahwa: ”Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan 

atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang 

diselenggarakannya.” (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 1999). Dengan kata lain, aturan 

tersebut memandatkan kewajiban mutlak bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi 

pengguna. Disamping itu juga bertentangan dengan prinsip keamanan dan akuntabilitas perlindungan data pribadi yang 

dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang 

berlanjut terutama mengenai mekanisme pengamanan data memberikan ruang terbuka yang bebas bagi kelalaian sistemik, 

di mana risiko kejahatan yang seharusnya sangat dapat diperkirakan dan dicegah (foreseeable risk) oleh penyelenggara jasa 

telekomunikasi justru dibiarkan terjadi tanpa mekanisme mitigasi, sehingga mengakibatkan ketidakpastian serta 

ketidakadilan hukum bagi masyarakat luas. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan daur ulang nomor telepon seluler, namun ruang 

lingkup kajiannya masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian tersebut lebih fokus secara perdata yakni berkenaan dengan 

kerugian konsumen, mekanisme perlindungan konsumen, pengajuan ganti rugi terhadap pihak operator. Kemudian, ada 

pula penelitian sebelumnya yang membedah keabsahan pemberlakuan daur ulang dari segi undang-undang perlindungan 

konsumen (Inzaghi & Sanusi, 2023). 

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada ranah wanprestasi dan perlindungan 

konsumen lingkup perdata, penelitian diadakan untuk mengisi celah kekosongan kajian hukum (research gap) dengan 

berkonsentrasi pada ranah hukum pidana. Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan norma 

(leemten in het recht) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana 

Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional yang hanya mengatur batas waktu masa tenggang tanpa mewajibkan prosedur 

pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking), sehingga membuka celah terjadinya kejahatan 

penyalahgunaan data secara sistemik. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan isu hukum di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi melalui daur ulang nomor telepon seluler 

berdasarkan hukum positif di Indonesia? 

2. Bagaimana batasan pertanggungjawaban pidana antara pengguna baru dan penyelenggara jasa telekomunikasi 

(operator) ditinjau dari kerangka prinsip pelindungan data pribadi? 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan artikel ini terbagi menjadi dua, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan 

hukum pidana dan hukum siber di Indonesia, khususnya dalam memperkaya doktrin mengenai kualifikasi delik 

penyalahgunaan identitas digital dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi akibat kelalaian bersistem 

(culpa lata). 

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan rekomendasi bagi Pemerintah, khususnya 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dalam merevisi regulasi teknis daur ulang nomor 

telepon seluler. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mendudukkan 

batasan pertanggungjawaban secara proporsional antara pelaku individu dan korporasi penyelenggara sistem 

elektronik. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun, secara definitif menurut Peter Mahmud 

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2017).  Spesifikasi penelitian ini bersifat 

preskriptif analitis, yang bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan regulasi, tetapi juga memberikan preskripsi atau 

penilaian terhadap apa yang seharusnya (das sollen) diatur dalam hukum positif terkait kebijakan daur ulang nomor telepon 

seluler di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015). 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti 

(Marzuki, 2017). Penggunaan pendekatan ini sangat relevan karena akar permasalahan dalam penelitian ini berawal dari 

adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional. Selain itu, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah 

pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2017). 

Mengingat hukum positif belum mengakomodasi rumusan spesifik bernama "tindak pidana daur ulang nomor", pendekatan 

ini mendesak digunakan untuk meminjam doktrin kelalaian korporasi, asas Geen Straf Zonder Schuld, serta konsep identitas 

digital guna membangun kerangka konstruksi batasan pertanggungjawaban pidana. 

Sumber bahan hukum yang mendasari penelitian ini terdiri atas tiga klasifikasi bahan. Sumber Bahan Hukum Primer 

yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku teks hukum pidana serta jurnal-jurnal ilmiah hukum 
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terdahulu yang kredibel. Sumber Bahan Hukum Tersier, yakni bahan penunjang sumber-sumber sebelumnya seperti 

kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan teknik studi kepustakaan (library research). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Daur Ulang Nomor Telepon 

Seluler 

Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perbuatan tersebut 

memenuhi unsur melawan hukum (wederrechtelijk) dan secara formil telah dirumuskan kualifikasinya sebagai tindak pidana 

di dalam undang-undang, selaras dengan asas legalitas (Moeljatno, 2015). Penyalahgunaan data pribadi ini dapat 

dikategorikan sebagai bentuk kejahatan sempurna (perfect crime) dalam perspektif hukum siber, mengingat pelaku dapat 

mengeksploitasi identitas korban dari jarak jauh tanpa kontak fisik (Situmeang, 2021). Ancaman ini semakin eskalatif 

dalam ranah transaksi elektronik dan pinjaman online. Penggunaan data pribadi orang lain untuk bertransaksi atau 

mendaftar pinjaman merupakan tindak pidana yang serius (Setiawan et al., 2020). Penegakan hak untuk dilupakan (right to 

be forgotten) menjadi salah satu instrumen pelindungan bagi korban pemalsuan data dirI (Simbolon et al., 2024). Aktivitas 

eksploitatif yang disertai pencurian dan penyebaran data pribadi juga dapat dikenakan sanksi pidana tegas (Sugiawan et 

al., 2023). Oleh karena itu, penyalahgunaan data dalam aplikasi digital memerlukan perlindungan hukum dan penindakan 

komprehensif (Wafda et al., 2024). Berdasarkan konstruksi hukum positif yang berlaku, penyalahgunaan identitas digital 

ini terklasifikasi ke dalam 3 (tiga) ruang tindak pidana perundang-undangan sebagai berikut: 

 

1. Kualifikasi Tindak Pidana Siber 

Perbuatan pengguna baru yang memperoleh nomor hasil daur ulang dan menggunakannya untuk menembus atau 

mengakses akun digital pengguna lama merupakan perwujudan dari tindak pidana siber yang secara historis perbuatan 

tersebut sebelumnya telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam dinamika 

pembaruan hukum pidana nasional, berlaku Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yakni hukum yang baru mengesampingkan 

hukum yang lama. Maka ketentuan tindak pidana informatika tersebut kini telah diserap dan direkodifikasi ke dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) (Santoso, 2023). 

Berdasarkan konsep hukum positif terbaru tersebut, kepemilikan fisik atas nomor telepon seluler itu didapatkan 

secara sah melalui proses jual beli di pasaran, namun “Sistem Elektronik” seperti akun-akun digital dan rekam jejak media 

sosial yang masih terhubung di dalamnya bukanlah hak subordinat dari pengguna baru. Unsur “dengan sengaja dan tanpa 

hak” seketika terpenuhi ketika pelaku secara sadar mengetahui keberadaan data pihak lain itu namun tetap memilih untuk 

melanjutkan akses masuk. 

Kemudian tindak pidana tersebut berkembang menjadi tindak pidana manipulasi data sebagaimana diatur dalam 

Pasal 334 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serupa dengan tindak 

pidana awalnya, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi saat pelaku secara aktif dan sadar menggunakan nomor hasil 

daur ulang tersebut untuk mengambil alih akun, seperti yang terjadi pada Felicia Regina Tjhang, tindakan pelaku meminta 

pengiriman kode One Time Password (OTP) ke nomor yang kini dikuasainya guna mereset kata sandi akun perbankan 
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pengguna lama, secara dogmatis memenuhi unsur merusak, mengubah, dan memindahkan informasi elektronik milik pihak 

lain secara tanpa hak (Maskun, 2013). 

 

2. Kualifikasi Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur perbuatan 

eksploitatif ini dari dua dimensi subjek hukum yaitu pengguna baru dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Pada pengguna 

baru, tindakan memperoleh data-data privasi seperti galeri, direktori kontak, dan riwayat obrolan dijerat dengan tindak 

pidana Perolehan Data Pribadi secara melawan hukum berdasarkan Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dilarang 

secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi” dan Pasal 67 ayat (1): 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Hal ini disebabkan perolehan data mutlak terjadi di luar 

kehendak pengguna lama selaku subjek data pribadi yang sah (Azzahra et al., n.d.). 

Selanjutnya, kualifikasi pemidanaan menitikberatkan pada operator sebagai badan atau korporasi penyelenggara 

jasa telekomunikasi atas kekosongan prosedur pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking) oleh 

operator memicu pengkualifikasian pada tindak pidana kegagalan kewajiban melindungi kerahasiaan data sebagaimana 

yang dimaksudkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Korporasi 

seluler menyandang status sah secara de jure sebagai Pengendali Data Pribadi. Korporasi tersebut dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kebocoran data warga negara akibat kelalaian dalam pemrosesan data 

(Watkata et al., 2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi ini berlaku secara penuh bagi penyelenggara sistem 

elektronik yang gagal memitigasi perlindungan keamanan data penggunanya (Panjaitan, 2021). 

Walaupun demikian, tinjauan normatif mengisyaratkan bahwa masih terdapat celah kekaburan norma di dalam 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang belum secara eksplisit dan kaku 

mengatur fenomena “transfer data tidak disengaja” akibat fasilitasi sistem daur ulang instrumen utilitas publik seperti 

nomor telepon seluler (Susanto, 2022). 

 

3. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan 

Fakta hukum menunjukkan bahwa puncak dari penyalahgunaan nomor seluler hasil daur ulang umumnya bermotif 

perolehan keuntungan ekonomi secara instan. Secara konseptual, perbuatan ini ditarik ke dalam kualifikasi tindak pidana 

Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun regulasi terbarunya 

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Namun, sejalan 

dengan pembaruan hukum, kualifikasi ini ditegaskan kembali dalam wujud Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang KUHP. Pemenuhan unsur esensial yakni “memakai nama palsu atau martabat palsu” (valsche hoedanigheid), 

terwujud secara mutlak saat pelaku menggunakan profil digital pengguna lama termasuk menduplikasi nama tampilan dan 
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foto wajah guna memperdaya serta menggerakkan pihak ketiga (daftar kontrak korban) agar menyerahkan atau 

mentransfer sejumlah uang (Chazawi, 2011). 

 

Batasan Pertanggungjawaban Pidana Antara Pengguna Baru Dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 

Dari Prinsip Perlindungan Data Pribadi 

Konsep mendasar dalam pemidanaan senantiasa berlandaskan pada Asas Geen Straf Zonder Schuld yang berarti 

tiada pidana tanpa kesalahan (Hakim, 2020). Mengingat pola penyalahgunaan nomor telepon seluler hasil daur ulang ini 

secara struktural melibatkan entitas penyedia sarana yaitu operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dan 

pengeksploitasi sarana yakni pengguna baru, maka batasan pertanggungjawabannya harus ditetapkan secara proporsional. 

Parameter yang paling tepat untuk menentukan demarkasi batasan ini adalah dengan meninjaunya dari kerangka prinsip 

perlindungan data pribadi sebagaimana amanat tentang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi, secara khusus berfokus pada prinsip keamanan dan prinsip akuntabilitas. 

1. Batasan Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Baru (Individu) 

Batasan untuk memidana pengguna baru diukur secara absolut dari wujud perbuatan lahiriah (actus reus) yang 

dikendalikan oleh sikap batin jahatnya (mens rea). Dalam konstruksi hukum pidana, pengguna baru berkedudukan mutlak 

sebagai pelaku utama (dader). Batas pemidanaan ini dibuktikan melalui dua bentuk kesengajaan (dolus) yang dilakukannya: 

(Arief, 2016). 

A. Kesengajaan Sebagai Maksud (Dolus Directus) 

Kondisi pemidanaan ini terbukti valid jika dari awal pengguna baru memburu dan membeli nomor telepon 

seluler dengan maksud dan tujuan spesifik untuk meretas dan membajak akun pengguna lama yang diprediksi masih 

tertaut di dalamnya. 

B. Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan (Dolus Eventualis) 

Kondisi ini terjadi jika pengguna baru pada awalnya membeli nomor telepon seluler hanya untuk kebutuhan 

komunikasi biasa. Namun, saat pengguna baru mendapati adanya jejak notifikasi perbankan dari pengguna lama, 

pengguna baru tetap membiarkan dan melanjutkan eksploitasi tersebut secara sadar. Pengguna baru mengetahui 

dan secara batin menyetujui kemungkinan ini, menegaskan secara konklusif bahwa perbuatan pengguna baru 

memenuhi syarat penuh untuk dipidana secara individu. 

 

Batasan Pertanggungjawaban Pidana Operator Selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Korporasi) 

Konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara jasa telekomunikasi berbeda dengan pelaku perorangan 

yaitu pengguna baru karena sebuah penyelenggara jasa telekomunikasi selaku korporasi (operator) melampaui batas dari 

sekedar “pelanggaran administrasi” menjadi sebuah “tindak pidana”. Batas pertanggungjawaban pidana korporasi 

(corporate criminal liability) tidak diukur dari ada tidaknya niat jahat (mens rea), melainkan secara doktrinal diukur dari 

kesalahan korporasi (corporate fault) dalam bentuk kelalaian berat (culpa lata) yang bersifat sistemik (Priyatno, 2004). 

Ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, operator seluler 

selaku penyelenggara jasa telekomunikasi secara hukum berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi. Prinsip 

akuntabilitas dan keamanan mewajibkan operator menutup segala celah akses yang tidak sah guna melindungi subjek data. 
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Batas kelalaian berubah wujud menjadi kejahatan pidana saat korporasi secara sengaja melakukan pembiaran kewajiban 

hukum (omission). Berdalih pada efisiensi biaya, operator berlindung pada batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis 

Telekomunikasi Nasional, namun di saat bersamaan mengabaikan kewajiban kehati-hatian (duty of care) dengan tidak 

menyediakan infrastruktur mitigasi mutakhir, seperti penerapan Application Programming Interface (API) pemutusan tautan 

data (unlinking) otomatis bersama sistem perbankan nasional (Nurrizka & Supriatna, 2025). 

Berlandaskan pada Asas Qui Sentit Commodum, Sentire Debet Et Onus yaitu siapa yang menikmati keuntungan maka 

wajib bertanggung jawab dalam memikul beban risikonya (Garner, 2009), operator selaku penyelenggara jasa 

telekomunikasi dengan bentuk korporasi sudah sepatutnya harus bertanggung jawab karena memperoleh keuntungan 

dan operator pasti memiliki kemampuan untuk menduga (foreseeability) bahwa merilis ulang nomor telepon seluler yang 

tidak steril yang data pengguna lama masih bertaut didalamnya akan menciptakan tindak kejahatan dan kerugian bagi 

pemilik selaku pengguna sebelumnya. 

Selain itu, terdapat ketimpangan informasi antara pengguna dan operator. Sebab operator selaku penyelenggara 

jasa telekomunikasi tentu mengetahui kapan sebuah nomor telepon seluler akan didaur ulang dan kembali dipasarkan 

karena perannya sebagai pengendali data. Sementara korban acap kali tidak sadar bahkan tidak tahu adanya mekanisme 

tersebut, sehingga korban tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas kerugian yang terjadi dan secara otomatis 

menggugurkan dalih pembelaan operator yang acap kali menimpakan kesalahan pada kealpaan pengguna semata (victim 

precipitation) (Pangestu et al., 2024). 

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, kepatuhan 

administratif operator terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional yang hanya berpedoman pada masa tenggang 60 (enam 

puluh) hari tidak dapat menghapus sifat melawan hukum materiil korporasi terhadap perundang-undangan yang lebih 

tinggi derajatnya, yang mana secara materiil, kelalaian sistemik operator merupakan pelanggaran kewajiban terhadap Pasal 

42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengenai prinsip kerahasiaan 

informasi dan terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai 

kewajiban menjaga keamanan data karena operator seluler bertindak sebagai pengendali data. 

Kegagalan sistemik korporasi dalam mematuhi prinsip keamanan data berkedudukan sebagai entitas pencipta 

peluang bagi terjadinya kejahatan (gelegenheidschepper) (Ariesta, 2023). Dengan demikian, pengenaan sanksi pidana 

terhadap operator seluler melampaui batas kewajaran operasional dan sangat valid untuk dieksekusi sebagai instrumen 

perlindungan utama (primum remedium). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis normatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

dapat ditarik dua kesimpulan bahwa: 

1. Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sebagai implikasi dari ketiadaan norma mitigasi pembersihan 

data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking) pada regulasi daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia, 

secara formil diklasifikasi ke dalam tiga kualifikasi tindak pidana. Ketiganya mencakup tindak pidana siber berupa 
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akses ilegal dan manipulasi data (Pasal 332 dan 334 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 

tentang KUHP), pelanggaran privasi berupa perolehan data pribadi secara melawan hukum (Pasal 65 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi), serta tindak pidana 

penipuan dengan modus rekayasa martabat identitas palsu (Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2023 tentang KUHP). 

2. Batasan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan nomor daur ulang didistribusikan secara proporsional 

berdasarkan asas kesalahan (geen straf zonder schuld), yakni pertanggungjawaban pengguna baru didasarkan pada 

kesengajaan (dolus), sedangkan pertanggungjawaban korporasi penyelenggara jasa telekomunikasi (operator) 

didasarkan pada kelalaian berat (culpa lata) sebagai entitas penyedia peluang kejahatan (gelegenheidschepper). 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 

1. Sebaiknya ketiga kualifikasi tindak pidana tersebut (tindak pidana siber, pelanggaran perlindungan data pribadi, dan 

penipuan) dikonstruksikan secara kumulatif sebagai landasan normatif utama dalam menilai perbuatan melawan 

hukum atas eksploitasi nomor daur ulang telepon seluler. 

2. Sebaiknya konstruksi pembaruan regulasi (legal reform) terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 14 Tahun 2018 memuat norma imperatif pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan 

(unlinking) guna menutup celah kelalaian berat (culpa lata) pada pertanggungjawaban pidana korporasi 

telekomunikasi. 
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 Abstrak 
Pengaturan idaur iulang inomor itelepon iseluler idi iIndonesia idalam iPeraturan 
iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana 
iDasar iTeknis iTelekomunikasi iNasional imasih imenyisakan icelah iesensial, ikarena 
ihanya imembatasi imasa itenggang i60 ihari itanpa imewajibkan ipembersihan idata 
i(data icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking). iHal iini imemunculkan 
ikekosongan inorma i(leemten iin ihet irecht) iyang imembuka icelah iterjadinya 
ikejahatan ipenyalahgunaan idata ipribadi ipengguna ilama isecara isistemik. 
iMenggunakan imetode ipenelitian iyuridis inormatif idengan ipendekatan iperundang-
undangan idan ikonseptual, ipenelitian iini ibertujuan imengualifikasikan itindak ipidana 
iyang itimbul iserta imembedah ibatasan ipertanggungjawabannya. iHasil ianalisis 
imenemukan ibahwa ieksploitasi inomor idaur iulang imemenuhi itiga ikualifikasi 
ipidana: itindak ipidana isiber i(akses iilegal idan imanipulasi idata), iperolehan idata 
ipribadi isecara imelawan ihukum, idan ipenipuan. iBatasan ipertanggungjawaban 
ididistribusikan isecara iproporsional: ipengguna ibaru idipidana isebagai ipelaku 
iutama i(dader) iatas idasar ikesengajaan isebagai imaksud i(dolus idirectus) iatau 
ikesengajaan idengan isadar ikemungkinan i(dolus ieventualis) isementara ioperator 
iseluler idijerat ipidana ikorporasi iatas idasar ikelalaian iberat i(culpa ilata) idan 
idiposisikan isebagai ipencipta ipeluang ikejahatan i(gelegenheidschepper). iPenelitian 
iini imerekomendasikan ipengkonstruksian iketiga ikualifikasi itindak ipidana itersebut 
isecara ikumulatif isebagai ilandasan inormatif iutama, iserta iperlunya ikonstruksi 
ipembaruan iregulasi i(legal ireform) iyang imemuat inorma iimperatif ipembersihan 
idata i(data icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking) iguna imenutup icelah 
ikelalaian iberat i(culpa ilata) ipada ipertanggungjawaban ipidana ikorporasi 
itelekomunikasi. i 

 
Kata iKunci: iDaur iUlang 
iNomor iSeluler, 
iKekosongan iNorma 
i(Leemten iin ihet iRecht), 
iKelalaian iKorporasi 
i(Culpa iLata), iKualifikasi 
iTindak iPidana, 
iPelindungan iData 
iPribadi. i i 
 
Keywords: iCorporate 
iNegligence i(Culpa iLata), 
iCriminal iQualification, 
iMobile iNumber iRecycling, 
iNorm iVacuum i(Leemten iin 
ihet iRecht), iPersonal iData 
iProtection. 
 
 

 Abstract 
The iregulation iof imobile iphone inumber irecycling ibased ion ithe iMinister iof 
iCommunication iand iInformation iTechnology iRegulation iNumber i14 iof i2018 ileaves 
ian iessential iloophole iby ionly ilimiting ithe igrace iperiod ito i60 idays iwithout imandating 
idata icleansing iand iunlinking iprocedures. iThis icreates ia inorm ivacuum i(leemten iin 
ihet irecht) ithat isystematically iopens ia iloophole ifor ithe icrime iof ipersonal idata imisuse 
iagainst iprevious iusers. iUsing ia inormative ijuridical iresearch imethod iwith istatutory iand 
iconceptual iapproaches, ithis istudy iaims ito iqualify ithe iresulting icriminal ioffenses iand 
idissect ithe iboundaries iof itheir iliability. iThe ianalysis ifinds ithat ithe iexploitation iof 
irecycled inumbers ifulfills ithree icriminal iqualifications: icybercrime i(illegal iaccess iand 
idata imanipulation), iunlawful iacquisition iof ipersonal idata, iand ifraud. iThe iboundary 
iof iliability iis idistributed iproportionally: ithe inew iuser iis ipunished ias ithe iprincipal 
ioffender i(dader) ibased ion iintent i(dolus), iwhile ithe icellular ioperator iis isubjected ito 
icorporate icriminal iliability ibased ion igross inegligence i(culpa ilata) iand ipositioned ias 
ithe icreator iof icrime iopportunities i(gelegenheidschepper). iThis istudy irecommends ithe 
icumulative iconstruction iof ithe ithree icriminal iqualifications ias ithe imain inormative 
ifoundation, ias iwell ias ithe inecessity ifor ia iregulatory ireform i(legal ireform) iconstruction 
icontaining iimperative inorms ifor idata icleansing iand iunlinking iprocedures ito iclose ithe 
iloophole iof igross inegligence i(culpa ilata) iregarding ithe icriminal iliability iof 
itelecommunication icorporations. 
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itelepon iseluler i(recycled imobile inumber). iHal itersebut idiatur idalam iPeraturan iMenteri 
iKomunikasi idan iInformatika iRepublik iIndonesia iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana 
iDasar iTeknis iTelekomunikasi iNasional iyang imengatakan ibahwa inomor ipengguna ilama iyang 
isudah itidak idipergunakan ilagi idimanfaatkan ikembali iuntuk icalon ipengguna ibaru isetelah imasa 
itenggang iminimal i60 i(enam ipuluh) ihari isebelum inomor itersebut irilis ikembali idi ipasaran 
i(Peraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iNomor i14 iTahun i2018, i2018). iAdapun ipihak-
pihak iyang iberwenang iuntuk imendaur iulang inomor itelepon iseluler iini, imenurut iPasal i1 iangka 
i12 iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iRepublik iIndonesia iNomor i5 iTahun i2021 
itentang iPenyelenggaraan iTelekomunikasi, imeliputi iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN), iBadan 
iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD), ibadan iusaha iswasta, iatau ikoperasi iyang imemperoleh iPerizinan 
iPenyelenggara iJasa iTelekomunikasi i(Peraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iNomor i5 
iTahun i2021, i2021). 

Keberlakuan iregulasi itersebut isecara ilangsung ibersinggungan idengan ipemenuhan ihak 
ikonstitusional, iterkhususnya imencakup iperlindungan iprivasi idata ipribadi isebagai ihak iasasi 
imanusia ibagi iwarga inegara isebagaimana idiatur idalam iPasal i28G iayat i(1) iUndang-Undang 
iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 iyang imenjamin isecara imutlak ihak isetiap iorang 
iatas iperlindungan idiri ipribadi, ikeluarga, ikehormatan, imartabat, idan iharta ibenda iyang idi ibawah 
ikekuasaannya i(Undang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945, i1945). iDi iera 
idigital, iperlindungan idata ipribadi imerupakan ihal iyang isangat ikrusial imengingat idata imerupakan 
ikomoditas istrategis iyang irentan imengalami ipenyalahgunaan i(Alfitri iet ial., i2024). iHal iini 
isemakin imendesak idi isektor ilayanan ifinansial idigital, idi imana ikemajuan ipesat iteknologi itidak 
idiimbangi idengan iperlindungan iprivasi iyang imaksimal i(Susanty i& iBintarawati, i2025). iInstrumen 
iyang ipaling ifundamental imengikat iseluruh iidentitas idan iharta ibenda itersebut iterwujud idalam 
isebuah inomor itelepon iseluler. iDengan idemikian, idinamika iserta ikebijakan iregulasi idalam itata 
ikelola itelekomunikasi, ikhususnya idaur iulang inomor itelepon iseluler idi iIndonesia, itidak 
isepatutnya imengabaikan iataupun imengurangi iesensi iterhadap ijaminan iperlindungan ihak-hak 
ikonstitusional itersebut. 

Secara ifilosofis, iketentuan idaur iulang inomor itelepon iseluler iini imerupakan ilangkah 
ipemerintah idan ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi iyakni ioperator idalam imerespons 
iketerbatasan isumber idaya ipenomoran iseluler i(numbering iresource) idi itengah imasifnya 
ipenggunaan iperangkat idigital iseluler idi iIndonesia. iPada itahun i2023 iterdapat i209,3 ijuta 
ipengguna iaktif iperangkat iseluler iyang imelebihi i70% ipopulasi ipenduduk iIndonesia i(Andalas, 
i2024). ikemudian ipada itahun i2025 imencapai i356 ijuta idan iangka iini isetara idengan i125% idari 
itotal ipopulasi, ihal iini imengindikasikan ibahwa ibanyak imasyarakat iIndonesia imenggunakan ilebih 
idari isatu iperangkat iseluler idengan itujuan idan ikeperluannya imasing-masing i(Kemp, i2025). iDari 
ijumlah itersebut, ipenetrasi ipengguna iinternet inasional imenyentuh i80,66% iatau isekitar i229,4 
ijuta. iSehingga, ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi iperlu imendaur iulang inomor itelepon iseluler 
idemi imenjaga iefisiensi ikapasitas ijaringan idan imenghindari ipembengkakan ibiaya irestrukturisasi 
itata ipenomoran inasional i(Azzahra iet ial., i2025). 

Namun, isejalan idengan iurgensi isosiologis iyang imelatarbelakanginya, iketentuan idaur iulang 
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inomor itelepon iseluler iini itidak ihanya imenjadi isebuah isolusi iteknis isemata, itetapi ijuga iturut 
imembawa iimplikasi iyuridis iyang ifatal iterhadap irealitas itransformasi iteknologi idigital. 
iPermasalahan imendasar imuncul ikarena iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika 
iRepublik iIndonesia iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana iDasar iTeknis iTelekomunikasi 
iNasional imasih imemandang ifungsi inomor itelepon iseluler ihanya isekadar ibenda imati iatau ialat 
ikomunikasi iyang ibersifat inetral. iPadahal, inomor itelepon iseluler itelah iberevolusi isebagai 
iidentitas idigital i(digital iidentity) iyang isangat ivital ikarena iterhubung idengan iberbagai iruang 
ilayanan iprivasi ipenting ipenggunanya i(Diamanta i& iPutra, i2023). iNomor itersebut ibertindak 
isebagai ikunci iautentikasi idua ilangkah i(two ifactor iauthentication) idengan ipengiriman ikode iOTP 
i(One iTime iPassword) ike inomor ibersangkutan iuntuk imengakses iperbankan idigital, idompet 
ielektronik, iaplikasi ipercakapan, ie-commerce, ihingga iakun-akun imedia isosial idan isebagainya 
i(Azzahra iet ial., in.d.). 

Ironisnya itransformasi ifungsi inomor itelepon iseluler iyang ibegitu imasif iini itidak idiimbangi 
idengan ipeningkatan ikewajiban ipengamanan ioleh ioperator iselaku ipihak ipenyelenggara ijasa 
itelekomunikasi iyang iberbentuk ibadan ikorporasi. iKeterbelakangan iregulasi idalam imengikuti 
itransformasi ifungsi inomor itelepon iseluler iini, isederhananya idapat idianalogikan iseperti 
imenyewakan isebuah i“rumah ikontrakan” ilengkap idengan iperabotan idi idalamnya ikepada 
ipenghuni ibaru idari ipenghuni ilama, itanpa iterlebih idahulu imewajibkan ipemilik ikontrakan 
imengganti isistem ikunci ipintunya. iMeskipun, isecara iadministratif ikepemilikan ifisik iatas inomor 
itersebut itelah iberpindah itangan isecara isah ike ipengguna ibaru, itetapi iakses imasuk i(digital ikey) 
ike idalam iruang iidentitas idigital imilik ipengguna ilama imasih imelekat ierat idi idalamnya ikarena 
itidak iadanya ipembersihan idata i(data icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking). 

Kondisi ikelalaian iyang iditimbulkan ioleh iregulasi iini imemberi ipeluang ibesar ikejahatan 
iberjenjang. iFakta ihukum imenunjukkan ibahwa ikejahatan iini idiawali idengan ipengambilalihan 
inomor i(SIM iSwap) ioleh ipengguna ibaru, iyang ikemudian idieksploitasi ilebih ilanjut iguna 
imengakses isecara iilegal ike iakun-akun ilayanan iprivasi idigital imilik ipengguna ilama idengan iniat 
ijahat idemi ikeuntungan. iBahkan, isecara ifaktual ipara ipengguna iselaku ikonsumen iyang imembeli 
inomor ihasil idaur iulang itidak ipernah idiberitahu iatau idiedukasi ioleh ioperator iselaku 
ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi, ibahwa inomor iyang idibeli ipengguna ibaru itersebut iadalah 
iproduk ihasil idaur iulang iyang imasih imenyimpan irekam ijejak idigital iorang ilain. 

Sebagai iwujud ikonkrit, ikasus iyang itelah iterjadi ipada iFelicia iRegina iTjhang idengan 
ioperator iIndosat idan ikasus ikerugian ifinansial ikonsumen iberinisial iDS iakibat ikebijakan idaur 
iulang inomor itelepon iseluler iyang iberujung ipada ikerugian imaterial ikonsumen i(Furqan iet ial., 
i2025). i iKedua ikasus iini imemiliki ipola ikejahatan iyang iidentik, iyaitu idata ipribadi imilik ipengguna 
ilama isebagai ipengguna ilama iyang imasih iterhubung isecara iutuh idengan inomor itelepon iseluler 
iyang itelah ihangus itersebut idieksploitasi idan idisalahgunakan ioleh ipengguna ibaru iselaku ipihak 
iketiga iyang imembeli inomor iitu isecara iacak idi ipasaran isetelah idirilis ikembali ioleh ioperator 
iselaku ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi. iPraktik idaur iulang inomor itelepon iini iterbukti isecara 
ilangsung imengancam ikerahasiaan idata ipribadi ipengguna iapabila itidak idisertai imekanisme 
ipembersihan iyang iketat i(Hutagaol iet ial., i2025). 
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Permasalahan iini imenegaskan ibahwa ikepatuhan iadministratif ioleh ioperator iselaku 
ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi iyang ihanya ibersandar ipada ibatas iwaktu i60 ihari isebagaimana 
idisebutkan idalam iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iRepublik iIndonesia iNomor 
i14 iTahun i2018 itentang iRencana iDasar iTeknis iTelekomunikasi iNasional isama isekali itidak 
iberbanding ilurus idengan ijaminan iperlindungan ikeamanan ihak ikonstitusional ipelanggan isebagai 
ipengguna iatas iprivasi idatanya i(Pangestu iet ial., i2024). 

Apabila iditelaah isecara imendalam imelalui ipenelitian iyuridis inormatif, ikeseluruhan 
irangkaian ipermasalahan ikejahatan idi iatas ibersumber idari isuatu iisu ihukum iyang isangat 
isubstansial, iyaitu iterdapat ikekosongan ihukum i(rechtsvacuum). iPeraturan iMenteri iKomunikasi 
idan iInformatika iRepublik iIndonesia iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana iDasar iTeknis 
iTelekomunikasi iNasional iterbukti imengalami ikekosongan inorma ikarena iluput imerumuskan 
ikewajiban iimperatif iyang imengharuskan iadanya iprosedur iteknis ipembersihan idata i(data 
icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking) iakun idigital ipada i inomor itelepon iseluler imilik 
ipengguna ilama iyang idinyatakan ihangus ioleh ioperator iselaku ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi 
isebelum ididaur iulang idan idipasarkan ikembali i(Rinjani i& iFirmansyah, i2025). iKekosongan 
inorma iini, iselain imelanggar ihak ipengguna ilama ijuga ibertentangan idengan iperaturan iyang 
isecara ihierarki ilebih itinggi iatau iberada idi iatasnya i(asas iLex iSuperior iDerogat iLegi iInferiori). 

Pembiaran iatas iketentuan idaur iulang inomor itelepon iseluler itersebut itanpa ipembersihan 
idata iyang isecara imateril ipun itidak imengindahkan iPasal i42 iayat i(1) iUndang-Undang iRepublik 
iIndonesia iNomor i36 iTahun i1999 itentang iTelekomunikasi iyang imenyatakan ibahwa: 
i”Penyelenggara ijasa itelekomunikasi iwajib imerahasiakan iinformasi iyang idikirim idan iatau iditerima, 
ioleh ipelanggan ijasa itelekomunikasi imelalui ijaringan itelekomunikasi idan iatau ijasa itelekomunikasi 
iyang idiselenggarakannya.” i(Undang-Undang iNomor i36 iTahun i1999 itentang iTelekomunikasi, 
i1999). iDengan ikata ilain, iaturan itersebut imemandatkan ikewajiban imutlak ibagi ipenyelenggara 
ijasa itelekomunikasi iuntuk imerahasiakan iinformasi ipengguna. iDisamping iitu ijuga ibertentangan 
idengan iprinsip ikeamanan idan iakuntabilitas iperlindungan idata ipribadi iyang idijamin ioleh 
iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPerlindungan iData iPribadi 
i(Undang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPelindungan iData iPribadi, i2022). iKekosongan 
ihukum i(rechtsvacuum) iyang iberlanjut iterutama imengenai imekanisme ipengamanan idata 
imemberikan iruang iterbuka iyang ibebas ibagi ikelalaian isistemik, idi imana irisiko ikejahatan iyang 
iseharusnya isangat idapat idiperkirakan idan idicegah i(foreseeable irisk) ioleh ipenyelenggara ijasa 
itelekomunikasi ijustru idibiarkan iterjadi itanpa imekanisme imitigasi, isehingga imengakibatkan 
iketidakpastian iserta iketidakadilan ihukum ibagi imasyarakat iluas. 

Sejumlah ipenelitian isebelumnya itelah idilakukan iberkaitan idengan idaur iulang inomor 
itelepon iseluler, inamun iruang ilingkup ikajiannya imasih isangat iterbatas. iPenelitian-penelitian 
itersebut ilebih ifokus isecara iperdata iyakni iberkenaan idengan ikerugian ikonsumen, imekanisme 
iperlindungan ikonsumen, ipengajuan iganti irugi iterhadap ipihak ioperator. iKemudian, iada ipula 
ipenelitian isebelumnya iyang imembedah ikeabsahan ipemberlakuan idaur iulang idari isegi iundang-
undang iperlindungan ikonsumen i(Inzaghi i& iSanusi, i2023). 

Berbeda idengan ipenelitian-penelitian iterdahulu iyang iberfokus ipada iranah iwanprestasi idan 
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iperlindungan ikonsumen ilingkup iperdata, ipenelitian idiadakan iuntuk imengisi icelah ikekosongan 
ikajian ihukum i(research igap) idengan iberkonsentrasi ipada iranah ihukum ipidana. iIsu ihukum 
iutama idalam ipenelitian iini iadalah iadanya ikekosongan inorma i(leemten iin ihet irecht) idalam 
iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana 
iDasar iTeknis iTelekomunikasi iNasional iyang ihanya imengatur ibatas iwaktu imasa itenggang itanpa 
imewajibkan iprosedur ipembersihan idata i(data icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking), 
isehingga imembuka icelah iterjadinya ikejahatan ipenyalahgunaan idata isecara isistemik. 

Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang idan iisu ihukum idi iatas, imaka irumusan imasalah idalam 
ipenelitian iini iadalah: 
1. Bagaimana ikualifikasi itindak ipidana iterhadap ipenyalahgunaan idata ipribadi imelalui idaur iulang 

inomor itelepon iseluler iberdasarkan ihukum ipositif idi iIndonesia? 
2. Bagaimana ibatasan ipertanggungjawaban ipidana iantara ipengguna ibaru idan ipenyelenggara ijasa 

itelekomunikasi i(operator) iditinjau idari ikerangka iprinsip ipelindungan idata ipribadi? 
Adapun imanfaat ipenelitian iyang idiharapkan idari ipenulisan iartikel iini iterbagi imenjadi idua, 

iyaitu: 
1. Manfaat iTeoritis: iPenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan isumbangsih ipemikiran ibagi 

ipengembangan ikeilmuan ihukum ipidana idan ihukum isiber idi iIndonesia, ikhususnya idalam 
imemperkaya idoktrin imengenai ikualifikasi idelik ipenyalahgunaan iidentitas idigital idan 
ikonstruksi ipertanggungjawaban ipidana ikorporasi iakibat ikelalaian ibersistem i(culpa ilata). 

2. Manfaat iPraktis: iPenelitian iini idiharapkan idapat imenjadi irujukan idan irekomendasi ibagi 
iPemerintah, ikhususnya iKementerian iKomunikasi idan iInformatika i(Kemenkominfo), idalam 
imerevisi iregulasi iteknis idaur iulang inomor itelepon iseluler. iSelain iitu, itulisan iini idapat 
imenjadi ipedoman ibagi iaparat ipenegak ihukum idalam imendudukkan ibatasan 
ipertanggungjawaban isecara iproporsional iantara ipelaku iindividu idan ikorporasi 
ipenyelenggara isistem ielektronik. 

 
METODE iPENELITIAN 

Pada ipenelitian iini imenggunakan ijenis ipenelitian ihukum inormatif. iAdapun, isecara idefinitif 
imenurut iPeter iMahmud iMarzuki, ipenelitian ihukum inormatif iadalah isuatu iproses iuntuk 
imenemukan iaturan ihukum, iprinsip-prinsip ihukum, imaupun idoktrin ihukum iguna imenjawab iisu 
ihukum iyang isedang idihadapi i(Marzuki, i2017). i iSpesifikasi ipenelitian iini ibersifat ipreskriptif 
ianalitis, iyang ibertujuan itidak ihanya iuntuk imendeskripsikan iregulasi, itetapi ijuga imemberikan 
ipreskripsi iatau ipenilaian iterhadap iapa iyang iseharusnya i(das isollen) idiatur idalam ihukum ipositif 
iterkait ikebijakan idaur iulang inomor itelepon iseluler idi iIndonesia i(Soekanto i& iMamudji, i2015). 

Penelitian iini imenggunakan idua ipendekatan iyaitu iPendekatan iPerundang-undangan i(Statute 
iApproach) idan iPendekatan iKonseptual i(Conceptual iApproach). iPendekatan iPerundang-undangan 
i(Statute iApproach) iadalah ipendekatan iyang idilakukan idengan imenelaah isemua iundang-undang 
idan iregulasi iyang iberkaitan idengan iisu ihukum iyang isedang iditeliti i(Marzuki, i2017). iPenggunaan 
ipendekatan iini isangat irelevan ikarena iakar ipermasalahan idalam ipenelitian iini iberawal idari 
iadanya ikekosongan ihukum i(rechtsvacuum) idalam iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan 

1

1

8

9

14

14

22

Page 10 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918

Page 10 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918



SULTAN iADAM i: iJURNAL i iHUKUM i iDAN i iSOSIAL i| i iVol. iX iNo.X, iMonth i(Year) i| i iPage ix i– ix i i i i i i | i ie-ISSN: 
i2985-3656 

6 

iInformatika iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana iDasar iTeknis iTelekomunikasi iNasional. 
iSelain iitu, iPendekatan iKonseptual i(Conceptual iApproach) iadalah ipendekatan idari ipandangan-
pandangan idan idoktrin-doktrin iyang iberkembang idi idalam iilmu ihukum i(Marzuki, i2017). 
iMengingat ihukum ipositif ibelum imengakomodasi irumusan ispesifik ibernama i"tindak ipidana idaur 
iulang inomor", ipendekatan iini imendesak idigunakan iuntuk imeminjam idoktrin ikelalaian 
ikorporasi, iasas iGeen iStraf iZonder iSchuld, iserta ikonsep iidentitas idigital iguna imembangun 
ikerangka ikonstruksi ibatasan ipertanggungjawaban ipidana. 

Sumber ibahan ihukum iyang imendasari ipenelitian iini iterdiri iatas itiga iklasifikasi ibahan. 
iSumber iBahan iHukum iPrimer iyakni ibahan ihukum iyang ibersifat iotoritatif imeliputi iUndang-
Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945, iUndang-Undang iNomor i36 iTahun 
i1999 itentang iTelekomunikasi, iUndang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPelindungan 
iData iPribadi, iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i2023 itentang iKitab iUndang-Undang iHukum 
iPidana, iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i2024 itentang iPerubahan iKedua iatas iUndang-Undang 
iNomor i11 iTahun i2008 itentang iInformasi idan iTransaksi iElektronik, iPeraturan iMenteri 
iKomunikasi idan iInformatika iRepublik iIndonesia iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana 
iDasar iTeknis iTelekomunikasi iNasional, iserta iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika 
iNomor i5 iTahun i2021 itentang iPenyelenggaraan iTelekomunikasi. iSumber iHukum iSekunder, 
iyaitu ibahan ihukum iyang imemberikan ipenjelasan imengenai ibahan ihukum iprimer iberupa ibuku-
buku iteks ihukum ipidana iserta ijurnal-jurnal iilmiah ihukum iterdahulu iyang ikredibel. iSumber 
iBahan iHukum iTersier, iyakni ibahan ipenunjang isumber-sumber isebelumnya iseperti ikamus 
ihukum idan iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI) idengan iteknik istudi ikepustakaan i(library 
iresearch). 

 
HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
Kualifikasi iTindak iPidana iTerhadap iPenyalahgunaan iData iPribadi iMelalui iDaur 
iUlang iNomor iTelepon iSeluler 

Dalam idoktrin ihukum ipidana, isuatu iperbuatan ibaru idapat idijatuhi isanksi ipidana iapabila 
iperbuatan itersebut imemenuhi iunsur imelawan ihukum i(wederrechtelijk) idan isecara iformil itelah 
idirumuskan ikualifikasinya isebagai itindak ipidana idi idalam iundang-undang, iselaras idengan iasas 
ilegalitas i(Moeljatno, i2015). iPenyalahgunaan idata ipribadi iini idapat idikategorikan isebagai ibentuk 
ikejahatan isempurna i(perfect icrime) idalam iperspektif ihukum isiber, imengingat ipelaku idapat 
imengeksploitasi iidentitas ikorban idari ijarak ijauh itanpa ikontak ifisik i(Situmeang, i2021). iAncaman 
iini isemakin ieskalatif idalam iranah itransaksi ielektronik idan ipinjaman ionline. iPenggunaan idata 
ipribadi iorang ilain iuntuk ibertransaksi iatau imendaftar ipinjaman imerupakan itindak ipidana iyang 
iserius i(Setiawan iet ial., i2020). iPenegakan ihak iuntuk idilupakan i(right ito ibe iforgotten) imenjadi 
isalah isatu iinstrumen ipelindungan ibagi ikorban ipemalsuan idata idirI i(Simbolon iet ial., i2024). 
iAktivitas ieksploitatif iyang idisertai ipencurian idan ipenyebaran idata ipribadi ijuga idapat idikenakan 
isanksi ipidana itegas i(Sugiawan iet ial., i2023). iOleh ikarena iitu, ipenyalahgunaan idata idalam iaplikasi 
idigital imemerlukan iperlindungan ihukum idan ipenindakan ikomprehensif i(Wafda iet ial., i2024). 
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iBerdasarkan ikonstruksi ihukum ipositif iyang iberlaku, ipenyalahgunaan iidentitas idigital iini 
iterklasifikasi ike idalam i3 i(tiga) iruang itindak ipidana iperundang-undangan isebagai iberikut: 

 
1. Kualifikasi iTindak iPidana iSiber 

Perbuatan ipengguna ibaru iyang imemperoleh inomor ihasil idaur iulang idan imenggunakannya 
iuntuk imenembus iatau imengakses iakun idigital ipengguna ilama imerupakan iperwujudan idari 
itindak ipidana isiber iyang isecara ihistoris iperbuatan itersebut isebelumnya itelah idiatur idalam 
iPasal i30 iayat i(1) idan iPasal i32 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2008 ijo. iUndang-
Undang iNomor i19 iTahun i2016 itentang iInformasi idan iTransaksi iElektronik. iNamun, idalam 
idinamika ipembaruan ihukum ipidana inasional, iberlaku iAsas iLex iPosterior iDerogat iLegi iPriori iyakni 
ihukum iyang ibaru imengesampingkan ihukum iyang ilama. iMaka iketentuan itindak ipidana 
iinformatika itersebut ikini itelah idiserap idan idirekodifikasi ike idalam iUndang-Undang iNomor i1 
iTahun i2023 itentang iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP iBaru) i(Santoso, i2023). 

Berdasarkan ikonsep ihukum ipositif iterbaru itersebut, ikepemilikan ifisik iatas inomor itelepon 
iseluler iitu ididapatkan isecara isah imelalui iproses ijual ibeli idi ipasaran, inamun i“Sistem 
iElektronik” iseperti iakun-akun idigital idan irekam ijejak imedia isosial iyang imasih iterhubung idi 
idalamnya ibukanlah ihak isubordinat idari ipengguna ibaru. iUnsur i“dengan isengaja idan itanpa ihak” 
iseketika iterpenuhi iketika ipelaku isecara isadar imengetahui ikeberadaan idata ipihak ilain iitu 
inamun itetap imemilih iuntuk imelanjutkan iakses imasuk. 

Kemudian itindak ipidana itersebut iberkembang imenjadi itindak ipidana imanipulasi idata 
isebagaimana idiatur idalam iPasal i334 iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i2023 itentang iKitab 
iUndang-Undang iHukum iPidana. iSerupa idengan itindak ipidana iawalnya, iunsur iperbuatan 
imelawan ihukum iterpenuhi isaat ipelaku isecara iaktif idan isadar imenggunakan inomor ihasil idaur 
iulang itersebut iuntuk imengambil ialih iakun, iseperti iyang iterjadi ipada iFelicia iRegina iTjhang, 
itindakan ipelaku imeminta ipengiriman ikode iOne iTime iPassword i(OTP) ike inomor iyang ikini 
idikuasainya iguna imereset ikata isandi iakun iperbankan ipengguna ilama, isecara idogmatis 
imemenuhi iunsur imerusak, imengubah, idan imemindahkan iinformasi ielektronik imilik ipihak ilain 
isecara itanpa ihak i(Maskun, i2013). 

 
2. Kualifikasi iTindak iPidana iPerlindungan iData iPribadi 

Berlakunya iUndang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPerlindungan iData iPribadi 
imengatur iperbuatan ieksploitatif iini idari idua idimensi isubjek ihukum iyaitu ipengguna ibaru idan 
ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi. iPada ipengguna ibaru, itindakan imemperoleh idata-data iprivasi 
iseperti igaleri, idirektori ikontak, idan iriwayat iobrolan idijerat idengan itindak ipidana iPerolehan 
iData iPribadi isecara imelawan ihukum iberdasarkan iPasal i65 iayat i(1) iyang iberbunyi i“Setiap 
iOrang idilarang isecara imelawan ihukum imemperoleh iatau imengumpulkan iData iPribadi iyang ibukan 
imiliknya idengan imaksud iuntuk imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain iyang idapat 
imengakibatkan ikerugian iSubjek iData iPribadi” idan iPasal i67 iayat i(1): i“Setiap iOrang iyang idengan 
isengaja idan imelawan ihukum imemperoleh iatau imengumpulkan iData iPribadi iyang ibukan imiliknya 
idengan imaksud iuntuk imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain iyang idapat imengakibatkan 
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ikerugian iSubjek iData iPribadi isebagaimana idimaksud idalam iPasal i65 iayat i(1) idipidana idengan 
ipidana ipenjara ipaling ilama i5 i(lima) itahun idan/atau ipidana idenda ipaling ibanyak 
iRp5.000.000.000,00 i(lima imiliar irupiah).” iHal iini idisebabkan iperolehan idata imutlak iterjadi idi 
iluar ikehendak ipengguna ilama iselaku isubjek idata ipribadi iyang isah i(Azzahra iet ial., in.d.). 

Selanjutnya, ikualifikasi ipemidanaan imenitikberatkan ipada ioperator isebagai ibadan iatau 
ikorporasi ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi iatas ikekosongan iprosedur ipembersihan idata i(data 
icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking) ioleh ioperator imemicu ipengkualifikasian ipada itindak 
ipidana ikegagalan ikewajiban imelindungi ikerahasiaan idata isebagaimana iyang idimaksudkan idalam 
iPasal i36 iUndang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPerlindungan iData iPribadi. iKorporasi 
iseluler imenyandang istatus isah isecara ide ijure isebagai iPengendali iData iPribadi. iKorporasi 
itersebut idapat idimintai ipertanggungjawaban ipidana iapabila iterjadi ikebocoran idata iwarga 
inegara iakibat ikelalaian idalam ipemrosesan idata i(Watkata iet ial., i2024). iPertanggungjawaban 
ipidana ikorporasi iini iberlaku isecara ipenuh ibagi ipenyelenggara isistem ielektronik iyang igagal 
imemitigasi iperlindungan ikeamanan idata ipenggunanya i(Panjaitan, i2021). 

Walaupun idemikian, itinjauan inormatif imengisyaratkan ibahwa imasih iterdapat icelah 
ikekaburan inorma idi idalam iUndang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPerlindungan iData 
iPribadi iyang ibelum isecara ieksplisit idan ikaku imengatur ifenomena i“transfer idata itidak 
idisengaja” iakibat ifasilitasi isistem idaur iulang iinstrumen iutilitas ipublik iseperti inomor itelepon 
iseluler i(Susanto, i2022). 

 
3. Kualifikasi iTindak iPidana iPenipuan 

Fakta ihukum imenunjukkan ibahwa ipuncak idari ipenyalahgunaan inomor iseluler ihasil idaur 
iulang iumumnya ibermotif iperolehan ikeuntungan iekonomi isecara iinstan. iSecara ikonseptual, 
iperbuatan iini iditarik ike idalam ikualifikasi itindak ipidana iPenipuan iyang idiatur idalam iPasal i378 
iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP) ilama imaupun iregulasi iterbarunya ipada iUndang-
Undang iNomor i1 iTahun i2023 itentang iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP) ibaru. 
iNamun, isejalan idengan ipembaruan ihukum, ikualifikasi iini iditegaskan ikembali idalam iwujud iPasal 
i492 iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i2023 itentang iKUHP. iPemenuhan iunsur iesensial iyakni 
i“memakai inama ipalsu iatau imartabat ipalsu” i(valsche ihoedanigheid), iterwujud isecara imutlak isaat 
ipelaku imenggunakan iprofil idigital ipengguna ilama itermasuk imenduplikasi inama itampilan idan 
ifoto iwajah iguna imemperdaya iserta imenggerakkan ipihak iketiga i(daftar ikontrak ikorban) iagar 
imenyerahkan iatau imentransfer isejumlah iuang i(Chazawi, i2011). 
 
Batasan iPertanggungjawaban iPidana iAntara iPengguna iBaru iDan iPenyelenggara 
iJasa iTelekomunikasi iDari iPrinsip iPerlindungan iData iPribadi 

Konsep imendasar idalam ipemidanaan isenantiasa iberlandaskan ipada iAsas iGeen iStraf iZonder 
iSchuld iyang iberarti itiada ipidana itanpa ikesalahan i(Hakim, i2020). iMengingat ipola ipenyalahgunaan 
inomor itelepon iseluler ihasil idaur iulang iini isecara istruktural imelibatkan ientitas ipenyedia isarana 
iyaitu ioperator isebagai ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi idan ipengeksploitasi isarana iyakni 
ipengguna ibaru, imaka ibatasan ipertanggungjawabannya iharus iditetapkan isecara iproporsional. 
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iParameter iyang ipaling itepat iuntuk imenentukan idemarkasi ibatasan iini iadalah idengan 
imeninjaunya idari ikerangka iprinsip iperlindungan idata ipribadi isebagaimana iamanat itentang 
idalam iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPerlindungan iData 
iPribadi, isecara ikhusus iberfokus ipada iprinsip ikeamanan idan iprinsip iakuntabilitas. 

1. Batasan iPertanggungjawaban iPidana iPengguna iBaru i(Individu) 
Batasan iuntuk imemidana ipengguna ibaru idiukur isecara iabsolut idari iwujud iperbuatan 

ilahiriah i(actus ireus) iyang idikendalikan ioleh isikap ibatin ijahatnya i(mens irea). iDalam ikonstruksi 
ihukum ipidana, ipengguna ibaru iberkedudukan imutlak isebagai ipelaku iutama i(dader). iBatas 
ipemidanaan iini idibuktikan imelalui idua ibentuk ikesengajaan i(dolus) iyang idilakukannya: i(Arief, 
i2016). 

A. Kesengajaan iSebagai iMaksud i(Dolus iDirectus) 
Kondisi ipemidanaan iini iterbukti ivalid ijika idari iawal ipengguna ibaru imemburu idan 

imembeli inomor itelepon iseluler idengan imaksud idan itujuan ispesifik iuntuk imeretas idan 
imembajak iakun ipengguna ilama iyang idiprediksi imasih itertaut idi idalamnya. 

B. Kesengajaan iDengan iSadar iKemungkinan i(Dolus iEventualis) 
Kondisi iini iterjadi ijika ipengguna ibaru ipada iawalnya imembeli inomor itelepon iseluler 

ihanya iuntuk ikebutuhan ikomunikasi ibiasa. iNamun, isaat ipengguna ibaru imendapati iadanya 
ijejak inotifikasi iperbankan idari ipengguna ilama, ipengguna ibaru itetap imembiarkan idan 
imelanjutkan ieksploitasi itersebut isecara isadar. iPengguna ibaru imengetahui idan isecara 
ibatin imenyetujui ikemungkinan iini, imenegaskan isecara ikonklusif ibahwa iperbuatan 
ipengguna ibaru imemenuhi isyarat ipenuh iuntuk idipidana isecara iindividu. 

 
Batasan iPertanggungjawaban iPidana iOperator iSelaku iPenyelenggara iJasa 
iTelekomunikasi i(Korporasi) 

Konstruksi ipertanggungjawaban ipidana ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi iberbeda idengan 
ipelaku iperorangan iyaitu ipengguna ibaru ikarena isebuah ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi 
iselaku ikorporasi i(operator) imelampaui ibatas idari isekedar i“pelanggaran iadministrasi” imenjadi 
isebuah i“tindak ipidana”. iBatas ipertanggungjawaban ipidana ikorporasi i(corporate icriminal iliability) 
itidak idiukur idari iada itidaknya iniat ijahat i(mens irea), imelainkan isecara idoktrinal idiukur idari 
ikesalahan ikorporasi i(corporate ifault) idalam ibentuk ikelalaian iberat i(culpa ilata) iyang ibersifat 
isistemik i(Priyatno, i2004). 

Ditinjau imelalui iUndang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPerlindungan iData 
iPribadi, ioperator iseluler iselaku ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi isecara ihukum iberkedudukan 
isebagai iPengendali iData iPribadi. iPrinsip iakuntabilitas idan ikeamanan imewajibkan ioperator 
imenutup isegala icelah iakses iyang itidak isah iguna imelindungi isubjek idata. iBatas ikelalaian 
iberubah iwujud imenjadi ikejahatan ipidana isaat ikorporasi isecara isengaja imelakukan ipembiaran 
ikewajiban ihukum i(omission). iBerdalih ipada iefisiensi ibiaya, ioperator iberlindung ipada ibatas iwaktu 
i60 ihari isebagaimana idiatur idalam iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iRepublik 
iIndonesia iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana iDasar iTeknis iTelekomunikasi iNasional, 
inamun idi isaat ibersamaan imengabaikan ikewajiban ikehati-hatian i(duty iof icare) idengan itidak 
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imenyediakan iinfrastruktur imitigasi imutakhir, iseperti ipenerapan iApplication iProgramming iInterface 
i(API) ipemutusan itautan idata i(unlinking) iotomatis ibersama isistem iperbankan inasional i(Nurrizka 
i& iSupriatna, i2025). 

Berlandaskan ipada iAsas iQui iSentit iCommodum, iSentire iDebet iEt iOnus iyaitu isiapa iyang 
imenikmati ikeuntungan imaka iwajib ibertanggung ijawab idalam imemikul ibeban irisikonya i(Garner, 
i2009), ioperator iselaku ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi idengan ibentuk ikorporasi isudah 
isepatutnya iharus ibertanggung ijawab ikarena imemperoleh ikeuntungan idan ioperator ipasti 
imemiliki ikemampuan iuntuk imenduga i(foreseeability) ibahwa imerilis iulang inomor itelepon iseluler 
iyang itidak isteril iyang idata ipengguna ilama imasih ibertaut ididalamnya iakan imenciptakan itindak 
ikejahatan idan ikerugian ibagi ipemilik iselaku ipengguna isebelumnya. 

Selain iitu, iterdapat iketimpangan iinformasi iantara ipengguna idan ioperator. iSebab ioperator 
iselaku ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi itentu imengetahui ikapan isebuah inomor itelepon 
iseluler iakan ididaur iulang idan ikembali idipasarkan ikarena iperannya isebagai ipengendali idata. 
iSementara ikorban iacap ikali itidak isadar ibahkan itidak itahu iadanya imekanisme itersebut, 
isehingga ikorban itidak isepenuhnya idapat idisalahkan iatas ikerugian iyang iterjadi idan isecara 
iotomatis imenggugurkan idalih ipembelaan ioperator iyang iacap ikali imenimpakan ikesalahan ipada 
ikealpaan ipengguna isemata i(victim iprecipitation) i(Pangestu iet ial., i2024). 

Secara ihierarki iperaturan iperundang-undangan, isebagaimana iAsas iLex iSuperior iDerogat iLegi 
iInferiori, ikepatuhan iadministratif ioperator iterhadap iPeraturan iMenteri iKomunikasi idan 
iInformatika iRepublik iIndonesia iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana iDasar iTeknis 
iTelekomunikasi iNasional iyang ihanya iberpedoman ipada imasa itenggang i60 i(enam ipuluh) ihari 
itidak idapat imenghapus isifat imelawan ihukum imateriil ikorporasi iterhadap iperundang-undangan 
iyang ilebih itinggi iderajatnya, iyang imana isecara imateriil, ikelalaian isistemik ioperator imerupakan 
ipelanggaran ikewajiban iterhadap iPasal i42 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i36 iTahun 
i1999 itentang iTelekomunikasi imengenai iprinsip ikerahasiaan iinformasi idan iterhadap iPasal i35 
iUndang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPerlindungan iData iPribadi imengenai ikewajiban 
imenjaga ikeamanan idata ikarena ioperator iseluler ibertindak isebagai ipengendali idata. 

Kegagalan isistemik ikorporasi idalam imematuhi iprinsip ikeamanan idata iberkedudukan 
isebagai ientitas ipencipta ipeluang ibagi iterjadinya ikejahatan i(gelegenheidschepper) i(Ariesta, i2023). 
iDengan idemikian, ipengenaan isanksi ipidana iterhadap ioperator iseluler imelampaui ibatas 
ikewajaran ioperasional idan isangat ivalid iuntuk idieksekusi isebagai iinstrumen iperlindungan iutama 
i(primum iremedium). 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan ikeseluruhan ianalisis iyuridis inormatif iuntuk imenjawab irumusan imasalah iyang 
itelah idiuraikan, imaka idapat iditarik idua ikesimpulan ibahwa: 
1. Kualifikasi itindak ipidana ipenyalahgunaan idata ipribadi isebagai iimplikasi idari iketiadaan 

inorma imitigasi ipembersihan idata i(data icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking) ipada 
iregulasi idaur iulang inomor itelepon iseluler idi iIndonesia, isecara iformil idiklasifikasi ike 
idalam itiga ikualifikasi itindak ipidana. iKetiganya imencakup itindak ipidana isiber iberupa iakses 

1

3

5

11

32

Page 15 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918

Page 15 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918



Copyright i© i2025: i1st iAuthor, i2nd iAuthor, i3rd iAuthor, ietc. iYear i| iShort iTitle iin iEnglish 

11 

iilegal idan imanipulasi idata i(Pasal i332 idan i334 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor 
i1 iTahun i2023 itentang iKUHP), ipelanggaran iprivasi iberupa iperolehan idata ipribadi isecara 
imelawan ihukum i(Pasal i65 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i27 iTahun i2022 
itentang iPerlindungan iData iPribadi), iserta itindak ipidana ipenipuan idengan imodus irekayasa 
imartabat iidentitas ipalsu i(Pasal i492 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i1 iTahun 
i2023 itentang iKUHP). 

2. Batasan ipertanggungjawaban ipidana iatas ipenyalahgunaan inomor idaur iulang ididistribusikan 
isecara iproporsional iberdasarkan iasas ikesalahan i(geen istraf izonder ischuld), iyakni 
ipertanggungjawaban ipengguna ibaru ididasarkan ipada ikesengajaan i(dolus), isedangkan 
ipertanggungjawaban ikorporasi ipenyelenggara ijasa itelekomunikasi i(operator) ididasarkan 
ipada ikelalaian iberat i(culpa ilata) isebagai ientitas ipenyedia ipeluang ikejahatan 
i(gelegenheidschepper). 

 
E. iSARAN 

Berdasarkan ikesimpulan idi iatas, imaka isaran idan irekomendasi iyang idapat idiberikan 
iadalah: 
1. Sebaiknya iketiga ikualifikasi itindak ipidana itersebut i(tindak ipidana isiber, ipelanggaran 

iperlindungan idata ipribadi, idan ipenipuan) idikonstruksikan isecara ikumulatif isebagai 
ilandasan inormatif iutama idalam imenilai iperbuatan imelawan ihukum iatas ieksploitasi 
inomor idaur iulang itelepon iseluler. 

2. Sebaiknya ikonstruksi ipembaruan iregulasi i(legal ireform) iterhadap iPeraturan iMenteri 
iKomunikasi idan iInformatika iNomor i14 iTahun i2018 imemuat inorma iimperatif 
ipembersihan idata i(data icleansing) idan ipemutusan itautan i(unlinking) iguna imenutup icelah 
ikelalaian iberat i(culpa ilata) ipada ipertanggungjawaban ipidana ikorporasi itelekomunikasi. 
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Peraturan iPerundang-Undangan/Peraturan iLainnya 
Undang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. 
Undang-Undang iNomor i36 iTahun i1999 itentang iTelekomunikasi, i(Lembar iNegara iRepublik 

iIndonesia iTahun i1999 iNomor i154, iTambahan iLembar iNegara iRepublik iIndonesia 
iNomor i3881). 

Undang-Undang iNomor i27 iTahun i2022 itentang iPelindungan iData iPribadi, i(Lembar iNegara 
iRepublik iIndonesia iTahun i2022 iNomor i196, iTambahan iLembar iNegara iRepublik 
iIndonesia iNomor i6820). 

Undang-Undang iNomor i1 iTahun i2023 itentang iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana, i(Lembar 
iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i2023 iNomor i1, iTambahan iLembar iNegara iRepublik 
iIndonesia iNomor i6842). 

Undang-Undang iNomor i1 iTahun i2024 itentang iPerubahan iKedua iatas iUndang-Undang iNomor 
i11 iTahun i2008 itentang iInformasi idan iTransaksi iElektronik, i(Lembar iNegara iRepublik 
iIndonesia iTahun i2022 iNomor i1, iTambahan iLembar iNegara iRepublik iIndonesia iNomor 
i6905). 

Peraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iNomor i14 iTahun i2018 itentang iRencana iDasar 
iTeknis iTelekomunikasi iNasional. 

Peraturan iMenteri iKomunikasi idan iInformatika iNomor i5 iTahun i2021 itentang iPenyelenggaraan 
iTelekomunikasi. 

 
Jurnal/Skripsi/Tesis/Artikel 
Alfitri, iNur iAlfiana, iRahmawati, idan iFirmansyah. i“Perlindungan iTerhadap iData iPribadi iDi iEra 

iDigital iBerdasarkan iUndang-Undang iNomor i27 iTahun i2022.” iJournal iSocial iSociety i4, ino. 
i2 i(2024): i92–111. ihttps://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511. 

Alifia iAzzahra, iKhalda, iSinta iDewi iRosadi, idan iTasya iSafiranita iRamli. i“Pelindungan iHak iSubjek 
iData iPribadi iDalam iKebijakan iPenggunaan iUlang iNomor iTelepon iSeluler iDitinjau 
iMenurut iHukum iPositif iIndonesia.” iJURNAL iHUKUM, iPOLITIK iDAN iILMU iSOSIAL i(JHPIS) 
i4, ino. i2 i(2025): i136–50. ihttps://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3954. 

Diamanta, iDewa iPutu, idan iMade iAditya iPramana iPutra. i“Perlindungan iHukum iTerhadap 
iPengguna iNomor iTelepon iSeluler iDaur iUlang iDi iIndonesia.” iJurnal iKertha iDesa i11, ino. 
i9 i(2023): i3280. 

Furqan, iYuli iAdnan iHamzah, idan iAndi iTenri iSapada. i“Analisis iTanggung iJawab iHukum iOperator 
iTelekomunikasi iAtas iKebocoran iData iPribadi iDalam iKasus iRecycle iNomor iPonsel iDi 

2

3

4

5

7

19

29

Page 17 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918

Page 17 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918



Copyright i© i2025: i1st iAuthor, i2nd iAuthor, i3rd iAuthor, ietc. iYear i| iShort iTitle iin iEnglish 

13 

iIndonesia.” iLegal iDialogica i1, ino. i1 i(2025): i1–17. 
ihttps://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1668/643. 

Hutagaol, iJesisca iAriani, iNathania iValencia, idan iRiandra iAugusta. i“Praktik iDaur iUlang iNomor 
iTelepon iTerhadap iKerahasiaan iData iPribadi.” iQUANTUM iJURIS: iJURNAL iHUKUM 
iMODERN i07, ino. i3 i(2025): i12–27. 
ihttps://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/871/1254. 

Inzaghi, iHelmy iRajendra, idan iHeru iPringgodani iSanusi. i“PERLINDUNGAN iKONSUMEN iATAS 
iPEMBERLAKUAN iPENGGUNAAN iULANG iNOMOR iPELANGGAN iMENURUT 
iUNDANG-UNDANG iPERLINDUNGAN iKONSUMEN i(Consumer iProtection ifor iRe-
Use iof iCustomer iNumber iAccording ito ithe iConsumer iProtection iLaw).” iREFORMASI 
iHUKUM iTRISAKTI i5, ino. i3 i(2023): i613–24. ihttps://e-
journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/16275. 

Nurrizka, iSyahla iHaura, idan iRimba iSupriatna. i“Perlindungan iHukum iBagi iKonsumen iTerhadap 
iSIM iSwap iAkibat iKebocoran iData iPribadi iPada iNomor iTelepon iDaur iUlang iOleh 
iProvider iIndosat iDi iIndonesia.” iBandung iConference iSeries: iLaw iStudies i5, ino. i1 i(January 
i24, i2025): i407–14. ihttps://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16093. 

Pangestu, iArie iSetia, iDwi iBudiarti, idan iHumiati. i“PERLINDUNGAN iHUKUM iDATA iPRIBADI 
iPEMILIK iNOMOR iTELEPON iYANG iDIDAUR iULANG iOLEH iPENYELENGGARA 
iJASA iTELEKOMUNIKASI.” iYURIJAYA, iJurnal iIlmiah iHukum i6, ino. i2 i(2024): i197–212. 
ihttps://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5640245. 

Panjaitan, iRony iMart. i“Pertanggungjawaban iPidana iKorporasi iSebagai iPenyelenggara iSistem 
iElektronik iDalam iTerjadinya iKebocoran iData iPengguna iSistem iElektronik.” iJurnal 
iHukum iAdigama i4, ino. i2 i(2021): i2624–43. ihttps://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17761. 

Rinjani, iMuhamad iAdri, idan iRicky iFirmansyah. i“Hambatan iImplementasi iUU i27/2022 iDan 
iStrategi iPenguatan iPerlindungan iData iPribadi iDi iIndonesia.” iJurnal iAnalisis iHukum i8, ino. 
i1 i(2025): i70–83. ihttps://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793. 

Setiawan, iHerdi, iMohammad iGhufron iAZ, idan iDewi iAstutty iMochtar. i“Perlindungan iHukum 
iTerhadap iData iPribadi iKonsumen iDalam iMelakukan iTransaksi iDi iE-Commerce.” iMLJ 
iMerdekaLaw iJournal i1, ino. i2 i(2020): i102–11. 
ihttps://doi.org/https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5496. 

Simbolon, iElsa iDaniella, iMahmul iSiregar, idan iJoiverdia iArifiyanto. i“Pelindungan iKorban 
iPemalsuan iData iDiri iDalam iTransaksi iPinjaman iOnline iMelalui iPenegakan iHak iUntuk 
iDilupakan.” iNEOCLASSICAL iLEGAL iREVIEW࣯: iJOURNAL iOF iLAW iAND iCONTEMPORARY 
iISSUES i03, ino. i02 i(2024): i77–88. 
ihttps://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.18351. 

 
Situmeang, iSahat iMaruli iTua. i“Penyalahgunaan iData iPribadi iSebagai iBentuk iKejahatan iSempurna 

iDalam iPerspektif iHukum iSiber.” iSASI i27, ino. i1 i(2021): i38–52. 
ihttps://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394. 

26

27

28

33

34

Page 18 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918

Page 18 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918



SULTAN iADAM i: iJURNAL i iHUKUM i iDAN i iSOSIAL i| i iVol. iX iNo.X, iMonth i(Year) i| i iPage ix i– ix i i i i i i | i ie-ISSN: 
i2985-3656 

14 

Sugiawan, iFricila iAnggitha, iKevin iAnandita iRukmana, idan iAhmad iMuzacky. i“Penjatuhan iSanksi 
iPidana iDalam iAktifitas iPenagihan iPinjaman iOnline iTerkait iPencurian iData iPribadi.” 
iQISTINA: iJurnal iMultidisiplin iIndonesia i2, ino. i2 i(2023): i1000–1004. 
ihttps://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.848. 

Susanto, iBudi. i“Dinamika iPertanggungjawaban iPidana iKorporasi iDalam iKegagalan iPelindungan 
iData iPribadi iDi iRuang iSiber.” iJurnal iHukum iIus iQuia iIustum, i2022, i515. 
ihttps://doi.org/10.20885/iustum. 

Susanty, iAde iPratiwi, idan iFenny iBintarawati. i“Tinjauan iHukum iTerhadap iImplementasi iUndang-
Undang iNomor i27 iTahun i2022 iTentang iPerlindungan iData iPribadi iDalam iLayanan 
iFinansial iDigital.” iSanskara iHukum iDan iHAM i4, ino. i02 i(2025): i164–72. 
ihttps://doi.org/10.58812/shh.v4.i02. 

Wafda, iPutri iNurayu, iAbdul iRokhim, idan iNofi iSri iUtam. i“PERLINDUNGAN iHUKUM 
iTERHADAP iPENYALAHGUNAAN iDATA iPRIBADI iDALAM iAPLIKASI iPINJAMAN 
iONLINE.” iDiversi iJurnal iHukum i10, ino. i1 i(2024): i35–63. ihttps://doi.org/10.32503. 

Watkata, iFransiscus iXaverius, iMuhammad iToha iIngratubunb, iMuhammad iHafiz iIngsaputro, idan 
iArie iTri iHartantyo. i“Pertanggungjawaban iPidana iPengendali iData iPribadi iTerhadap 
iKebocoran iData iPribadiwarga iNegara iIndonesia.” iJurnal iHukum iIus iPublicum i5, ino. i2 
i(2024): i177–98. ihttps://doi.org/10.55551/jip.v5i2.175. 

 
Internet 
Andalas, iSyifa iFadhilah iTegar. i“209,3 iJuta iOrang iDi iIndonesia iMenggunakan iSmartphone iPada 

iTahun i2023.” iGoodStats, i2024. ihttps://data.goodstats.id/statistic/2093-juta-orang-di-
indonesia-menggunakan-smartphone-pada-tahun-2023-cbha0. 

Kemp, iSimon. i“Digital i2025ௗ: iIndonesia.” iDatareportal, i2025. 
ihttps://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia. 

 
 

3

5

16

16

17

Page 19 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918

Page 19 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3607143918


	8b496207858874fe2911a3288443b50a5c3c8ca16f213e035251afc060c8dd02.pdf
	65b16aebd972678d817410036af3976d384c2330cb81e8d8a4141b43cdcdeb1e.pdf

	99740ab0a85dca7ed817e1b2411b024c2591755f764c3c863f9c9defd368d1c6.pdf
	213ad27e2ba4a1e05a9e96c628bc7218621d655e294aad972c844800079ba810.pdf
	65b16aebd972678d817410036af3976d384c2330cb81e8d8a4141b43cdcdeb1e.pdf
	65b16aebd972678d817410036af3976d384c2330cb81e8d8a4141b43cdcdeb1e.pdf
	65b16aebd972678d817410036af3976d384c2330cb81e8d8a4141b43cdcdeb1e.pdf
	65b16aebd972678d817410036af3976d384c2330cb81e8d8a4141b43cdcdeb1e.pdf
	Microsoft Word - Document1


